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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 
Sesuai penjabaran dan penjelasan mengenai kondisi yuridis di Indonesia 

dewasa ini tentang pengaturan hak atas merek terutama merek terkenal, dikaitkan 

dengan doktrin passing off, maka penulis menuliskan beberapa kesimpulan yang 

mencakup: 

1. Berdasarkan penjelasan pada bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa 

Indonesia tidak mengenal istilah passing off (pemboncengan reputasi), 

namun hal tersembut dapat disamakan dengan persamaan pada pokoknya 

atau keseluruhannya. Perihal passing off, regulasinya bisa terlihat dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terutama pada Pasal 21 ayat (1) 

huruf b dan c. Meskipun belum terdapat regulasi yang khusus dan secara 

eksplisit mengatur tentang merek terkenal, namun sekurang-kurangnya 

dalam beberapa ketentuan mengenai pelindungan merek terkenal, baik 

dalam hukum positif di Indonesia maupun konvensi internasional, 

bersamaan dengan pandangan para pakar hukum telah banyak membahasa 

ketentuan pelindungan merek-merek terkenal. 

2. Dalam mempertimbangkan kasus-kasus pelanggaran merek terkait 

pemboncengan reputasi merek terkenal, Majelis Hakim masih sangat 

kurang dalam memprioritaskan dalil terkait pemboncengan reputasi yang 

telah diajukan oleh penggugat. Majelis Hakim hanya memutuskan perkara 

berdasarkan pertimbangan gugatan penggugat yang bersifat prematur 

karena Monster Energy Company masih menunggu putusan dari Komisi 

Banding Merek terkait upaya banding atas surat dari Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual tentang pemberitahuan penolakan atas permohonan 

pendaftaran merek MONSTER. Padahal di lain sisi, seharusnya 

pendaftaran merek oleh Andrias Thamrun itu tidak terjadi sejak awal, 

karena Andrias Thamrun mendaftarkan merek dengan menggunakan nama 

merek terkenal. Monster Energy Company telah mendaftarkan merek 

miliknya di berbagai negara di dunia. Pelindungan hukum bagi pemilik 
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merek belum terlihat dalam Putusan Nomor 70/Pdt.Sus/Merek/2014/PN 

Niaga Jkt. Pst. juncto Putusan Nomor 491 K/Pdt. Sus-HKI/2015. Meskipun, 

Monster Energy Company telah memberikan bukti keterkenalan merek 

miliknya dan penggunaan merek ‘MONSTER’ secara aktif, putusan hakim 

mengakibatkan Andrias Thamrun tetap berhak sebagai pemegang hak 

merek ‘MONSTER’, sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam 

hukum merek. Putusan hakim tetap memutuskan untuk menolak gugatan 

hingga permohonan kasasi dari Monster Energy Company karena alasan 

gugatan prematur. Namun, penulis menilai bahwa perbuatan yang 

dilakukan oleh Andrias Thamrun dapat dinilai sebagai perbuatan passing 

off. Terlihat dari nama merek yang didaftarkan, yaitu membonceng 

keterkenalan merek milik Monster Energy Company dalam kelas barang 

yang sama. Perangkat hukum yang ada penulis nilai belum dapat secara 

maksimal mewujudkan pelindungan hukum untuk pemegang merek 

terkenal yang memiliki keinginan berinvestasi di Indonesia dengan itikad 

baik. 

   

5.2. Saran 
 Bersamaan dengan hasil analisis dan pembahasan yang sudah diuraikan, 

maka penulis menilai bahwa penting untuk mengadakan regulasi khusus yang 

mengatur mengenai segala jenis pelanggaran merek, terutama mengenai 

pemboncengan reputasi. Tindakan pemboncengan reputasi cukup sering terjadi 

dalam permasalahan hukum merek di Indonesia, maka dari itu diperlukan juga 

pembaharuan hukum merek dengan tambahan pengaturan untuk melindungi merek 

terkenal yang belum terdaftar yang memiliki reputasi yang baik.  

 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual penulis nilai perlu lebih 

cermat dalam mengabulkan pendaftaran permohonan merek di Indonesia agar 

merek-merek yang dimohonkan pendaftarannya tidak mengandung tindakan 

passing off .  
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